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PEDOMAN WAWANCARA  

Identitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin   :  

Pendidikan   :  

Riwayat Pekerjaan  

Bagian Kerja    :  

Masa Kerja    : 

1) Perilaku Komunikasi eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan 

: 

a. Pendekatan Partisipatif  

Probing : 

1. Tahapan Komunikasi  

2. Proses Komunikasi 

3. Perencanaan anggaran kesehatan  

b. Pendekatan Politis 

Probing : 

1. Kebijakan Penetapan Anggaran  

2. Usulan Program kegiatan 

c. Pendekatan Atas Bawah – Bawah Atas  

Probing :  

1. Musyawarah dari struktural organisasi 

2. Sosialisasi Program dan anggaran 

 

2) Perilaku Politik eksekutif dalam perencanaan anggaran kesehatan  

a. Pendekatan Partisipatif:  

Probing: 

1. Kerjasama lintas sektoral 
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2. Partisipasi komperenshif 

b. Pendekatan Politis:  

 Probing : 

1. Kerjasama eksekutif – legislatif  

2. Kebijakan program dan anggaran 

c. Pendekatan Atas Bawah – Bawah Atas  

Probing : 

4.3.1.1.1.1 Rekomendasi 

4.3.1.1.1.2 Kontribusi Stakeholder 

3) Perilaku Negosiasi eksekutif dalam perencanaan anggaran Kesehatan 

a. Pendekatan Partisipatif 

Probing : 

1. Negoisasi dengan Lintas sektor terkait 

2. Kebijakan 

b. Pendekatan Politis : 

Probing : 

1. Bentuk negoisasi dengan legislatif 

c. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas   

Probing: 

1. Proses negosiasi  
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REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN     
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN   
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN     
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SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Tabel 1. Matriks metode wawancara dan pengumpulan data 

No VARIABEL 
INFORMAN 

 METODE 

KODE INFORMAN BIDANG/INSTANSI WM 
(Wawancara 
Mendalam) 

TD (Telaah 
Dokumen) 

1 KOMUNIKASI     

 A. Partisipatif 
B. Politis 
C. Atas bawah-bawah atas 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMD Perencanaan /Dinkes ✔ ✔ 

USW Keuangan/Dinkes ✔  

AAZ Pelayanan 
Kesehatan/Dinkes 

✔  

AMR Pengendalian 
Penyakit/Dinkes 

✔  

NPI Sosial 
Budaya/Bappeda 

✔  

MFA Pengendalian p/BPKAD ✔  

MIS Anggaran/BPKAD ✔  

AHI Banggar/DPRD  ✔  

 Total 8 Orang Informan 

2 POLITIK     

 A. Partisipatif 
B. Politis 
C. Atas bawah-bawah atas 

IMD Perencanaan /Dinkes ✔  

  USW Keuangan/Dinkes ✔  

  AAZ Pelayanan Kesehatan 
/Dinkes 

✔  

  AMR Pengendalian 
Penyakit/Dinkes 

✔  
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  NPI Sosial 
Budaya/Bappeda 

✔  

  MFA Pengendalian 
Anggaran/BPKAD 

✔  

  MIS Anggaran/BPKAD ✔  

  AHI Banggar/DPRD ✔  

 Total 8 Orang Informan 

3 NEGOSIASI     

 A. Partisipatif 
B. Politis 
C. Atas bawah-bawah atas 

IMD Perencanaan  /Dinkes ✔ ✔ 

  USW Keuangan/Dinkes ✔  

  AAZ Yankes/Dinkes ✔  

  AMR P2/Dinkes ✔  

  NPI Sosial 
Budaya/Bappeda 

✔  

  MFA Pengendalian 
Anggaran/BPKAD 

✔  

  MIS Anggaran/BPKAD ✔  

  AHI Banggar ✔  

 Total 8 Orang Informan 
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Gambar 1. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (komunikasi) 
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Gambar 2. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (politik) 
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Gambar 3. Skema perilaku eksekuitif dalam perencanaan anggaran kesehatan (negosiasi) 
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Tabel 2. Matriks hasil pernyataan informan dalam konsep emik dan konsep etik  

No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

1 

 

 

Komunikasi  

(Pendekatan 

Partisipatif)  

1. Tahapan 

Komunikasi  

IMD, 40 th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USW, 42 th 

komunikasinya antar dinkes termasuk 

UPTD yakni Puskesmas dan RS sangat 

terbantu dengan adanya media sosial (grup 

WA), selain itu ada rapat koordinasi rutin 

dengan Kepala Puskesmas dan pejabatn 

struktural RS, sedangkan untuk bidang di 

Dinkes ada monev triwulan, rapat 

koordinasi rutin dengan kepala dinas senin 

pagi habis apel..awalnya setiap minggu, 

tapi karena padat kesibukan akhirnya sekali 

sebulan 

 

keuangan mendukung semua kegiatan 

perencanaan..komunikasi dengan 

Puskesmas ada grup WA sesama 

bendahara/PPTK termasuk rapat koordinasi 

sebulan sekali dengan Puskesmas dan 

tingkat dinkes ada rapat koordinasi dan 

monev (wajib paparan realisasi fisik dan 

keuangan) dengan bagian perencanaan 

dan pimpinan..selama sesuai dengan 

aturan maka kami mendukung program 

yang diajukan 

Permendagri 86 
Tahun 2017 
tentang tata cara 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah dengan 
pendekatan 
Partisipatif dengan 
melibatkan 
berbagai 
pemangku 
kepentingan 

Bahwa tahapan 

komunikasi dimulai 

dari tingkat UPTD 

yakni Puskesmas 

kemudian tingkat 

lingkup dinkes dalam 

bentuk rapat 

koordinasi rutin, 

monev dan bahkan 

memanfaatkan media 

sosial (grup WA)  
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

   AAZ, 46 th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMR, 40 th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikasi dengan sesama Dinkes yakni 

adanya monev, rapat koordinasi rutin 

dengan semua bidang termasuk 

perencanaan dan kepala dinas kadang 

seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali 

dan juga ada grup WA 

 

 

 

 

 

 

program Pengendalian Penyakit kan karena 

semua kita sudah punya pedoman untuk 

semua program penyakit menular dan tidak 

menular, jadi adapun untuk komunikasi itu 

kita biasanya memaksimalkan pada 

pedoman yang sudah ada…kalaupun 

misalnya ada dari Puskesmas yang 

bertanya biasanya juga langsung 

dikomunikasikan ke pengelola program 

kecuali ada yang nyangkut baru ke level 

kabid 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

tentang tata cara 

perencanaan, 

pengendalian dan 

evaluasi 

pembangunan 

daerah dengan 

pendekatan 

Partisipatif 

dengan 

melibatkan 

berbagai 

pemangku 

kepentingan 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bahwa tahapan 

komunikasi dimulai 

dari tingkat UPTD 

yakni Puskesmas 

kemudian tingkat 

lingkup dinkes dalam 

bentuk rapat 

koordinasi rutin, 

monev dan bahkan 

memanfaatkan media 

sosial (grup WA)  

 

Bahwa untuk program 

penyakit di Bidang P2 

merujuk pada Buku 

Pedoman dan 

komunikasi dengan PJ 

program di dinkes 

apabila ada kendala 

teknis dan sampai 

pada level kabid 

apabila tidak 

menemukan solusi  
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

 Komunikasi  

(Pendekatan 

Partisipatif)  

2.  Proses 

Komunikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMD, 40 th 
 
 
 
 

 
 
NPI, 37 th 

 

 

 

kalau Bappeda komunikasinya lancar 
karena kita sudah ditunjukkan orangnya 
untuk dinkes..tim Bappeda pak zainal yang 
selalu hubungi kami…lancarnya karena 
jelas sapa yang kawal di bappeda dan ada 
orangnya  jadi komunikasi jelas kemana 
 
kami ada tim verifikator dan komunikasi 
hampir semua media, face to face, 
kemudian media grup WA, kita punya grup 
tersendiri untuk perencana, grup tingkat 
kota, intens komunikasi dengan Kadis, 
Kabid …rutin, Kasubag Perencanaan,,, dan 
hampir setiap bulan ada komunikasi dan 
triwulan (monitoring dan evaluasi) 

Komunikasi yang 
dibangun dengan 
bentuk 
interpersonal yakni 
komunikasi antara 
dua orang atau 
lebih dan biasanya 
tidak diatur secara 
dan setiap 
partisipan 
menggunakan 
semua elemen 
dari proses 
komunikasi.  

Proses komunikasi 
dengan pendekatan 
partisipatif dianggap 
cukup efektif dengan 
adanya Penanggung 
Jawab/verifikator 
khusus menangani 
SKPD yang ditunjuk 
pada masing-masing 
bidang program 
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

 Komunikasi  

(Pendekatan 

Partisipatif)  

3.Perencanaa

n anggaran 

kesehatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFA, 27 th 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMD, 40 th 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Komunikasi berupa verifikasi ..setelah 
dokumen diusulkan kepada kami/BKAD ada 
tahapan yang namanya  verifikasi dokumen 
RKA/perencanaan..jadi kita verifikasi hal-
hal kesesuaian untuk mencapai indikator 
SPM dan verifikasi dalam bentuk diskusi 2 
arah  
 
 
 
 
 
 
 
 
BKAD ada verifikatornya, tetapi apabila ada 
masalah pada penganggaran biasanya 
diarahkan langsung ke pengambil kebijakan 
yang lebih tinggi dan konsultasi langsung ke 
kantor karena paling jarang lewat hp atau 
pesan WA karena langsung 
person/orangnya dan menjelaskannya 
susah…ada grup wa (semua OPD) tapi 
grup membahas umum dan bahkan pernah 
konsultasi diluar jam kantor 
 
 
 

Komunikasi efektif 

dilakukan dengan 

diskusi 2 arah  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keterbatasan 
komunikasi tidak   
menggunakan 
teknologi informasi 
sebagai sarana 
komunikasi (media 
sosial) 
 
 
 
 

 

Komunikasi efektif 

yang dilakukan oleh 

tim verifikator BPKAD  

dengan dinkes 

dilakukan dengan 

bentuk diskusi 2 arah 

yakni pengiriman dan 

penerimaan pesan 

yang disampaikan 

dapat diterima dan 

dimengerti dengan 

baik 

 

Komunikasi yang 
dilakukan yakni 
konsultasi langsung 
tatap muka dengan 
level kebijakan yang 
lebih tinggi bahkan 
diluar jam kerja 
karena keterbatasan 
tidak   menggunakan 
teknologi informasi 
yakni media sosial 
sebagai sarana 
komunikasi  
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

MIS, 40 th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

komunikasi kami dengan dinkes, lumayan 
maksudnya bahwa kami apabila ada 
perkembangan terkait program dinkes 
respon sangat bagus dan cepat dan juga 
kami tidak pernah menutup ruang 
komunikasi langsung dengan dinkes yakni 
komunikasi antar pimpinan..komunikasi 
kami bidang anggaran dengan teman 
perencanaan bahkan kadang konsultasi 
langsung dilakukan diluar jam kantor pun 

Komunikasi 
langsung tatap 
muka dilakukan 
pada saat dan 
bahkan diluar jam 
kerja  

Komunikasi bidang 
anggaran (BPKAD) 
dengan dinkes 
dilakukan dengan 
komunikasi langsung 
tatap muka pada saat 
konsultasi dan bahkan 
diluar jam kerja 



 
 

86 
 

No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

 Komunikasi  

(Pendekatan 

Politis) 

1. Usulan 

Program 

Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Usulan 

Program 

Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMD, 40th 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AHI, 42th 

 
 

Pada saat pembahasan anggaran di DPRD 
..kami dinkes sudah berusaha 
berkomunikasi dengan meyakinkan 
legislatif untuk usulan program/kegiatan 
apabila ada kendala misalnya kurang 
disetujui oleh legislatif maka tindakan 
selanjutnya biasa kami Dinkes dalam hal ini 
Kepala Dinas langsung komunikasi dengan 
TAPD yang diketuai oleh Sekretaris 
Daerah 

 
 
 
Dinkes membuat program..setelah program 
dibuat, dinkes menyampaikan ke kami 
DPRD terkait program itu dan meminta 
bantuan untuk dianggarkan..nanti kami 
panggil pembahasan Monev mereka 
(dinkes) untuk membacakan program 
kerjanya kami tanya apa indikatornya, kalau 
realistis maka kami akan menyetujui..biasa 
juga ada yang tidak di acc kalau misal 
terlalu tinggi penganggarannya tergantung 
dari kekuatan APBD kita dan asas manfaat 
kepada warga Kota Makassar  

 
 

Tim TAPD (Tim 
Anggaran 
Pemerintahan 
Daerah) yang 
diketuai oleh 
Sekretaris Daerah 
beserta Pejabat 
Perencana 
Daerah, PPKD 
yang melibatkan 
masyarakat yang 
memiliki 
kompetensi 
(akademisi) 

Permendagri 86 
Tahun 2017 
tentang tata cara 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah dengan 
pendekatan politis 
yakni 
perencanaan 
dibahas bersama 
dengan legislatif 

Dinkes berusaha 
berkomunikasi dengan 
legislatif yakni dengan 
meyakinkan legislatif  
untuk setiap usulan 
program/kegiatan dan 
apabila terkendala 
maka tindakan 
selanjutnya 
komunikasi dengan 
tim TAPD  
 
 
Usulan yang telah 
dibuat oleh Dinkes 
akan disampaikan ke 
DPRD melaui rapat 
pembahasan atau 
Monev dan diskusi 
terkait indikator 
usulan, alasan 
kebutuhan anggaran   
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 Komunikasi  
(Pendekatan 

Atas Bawah-

Bawah Atas) 

Musyawarah  

dari 

struktural 

organisasi 

dan 

sosialisasi 

program  

IMD, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kegiatan musrenbang yang hadir ada Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama, pasti ada lurah, 
Babinkantibmas, Kader, SKPD lain, 
Puskesmas, narasumber Bappeda..semua 
SKPD menjawab apa programnya ke 
masyarakat semua berkesempatan untuk 
menyampaikan usulan sekitar 5 menit per 
SKPD, camat, lurah..dan selalu ada 
anggota dewan datang..usulan semua dari 
forum musrenbang dan juga ada 
aplikasinya musrenbang dikembangkan 
sama Bappeda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia Nomor 
8 tahun 2008 
tentang tahapan, 
tata cara 
penyusunan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan 
daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan musrenbang 
menjadi wadah bagi 
berbagai lapisan 
masyarakat untuk 
menyampaikan usulan 
program kegiatan 
sedangkan  
pemerintah dalm hal 
ini SKPD 
menyampaikan apa 
programnya ke 
masyarakat dan 
Bappeda 
mengembangkan 
aplikasi musrenbang 
dan menjadi 
narasumber  
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AAZ, 46 th 
 
 
 
 
 
 
 

terkadang ada juga usulan bukan hanya 
dari Puskesmas tapi juga pada saat 
musrenbang..salah satu acuan kami untuk 
melakukan kegiatan jika ada kegiatan yg 
berhubungan dengan bidang kami 
pelayanan kesehatan maka kami akan 
laksanakan kalau memang merupakan hal 
urgent atau menyentuh langsung ke 
masyarakat dan melihat skala prioritas  
 
 

Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia Nomor 
8 tahun 2008 
tentang tahapan, 
tata cara 
penyusunan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan 
daerah 

Acuan bidang 
Pelayanan Kesehatan 
mengusulkan kegiatan 
bukan hanya dari 
Puskesmas akan 
tetapi usulan dari 
musrenbang dengan 
pertimbangan apakah 
merupakan hal yang 
mendesak, 
menyentuh langsung 
msyarakat dan skala 
prioritas  
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 Komunikasi  
(Pendekatan 

Atas Bawah-

Bawah Atas)  

Musyawarah  

dari 

struktural 

organisasi 

dan 

sosialisasi 

program dan 

kegiatan 

AMR, 47 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kalau itu kan usulan melalui jalur 
musrenbang untuk masyarakat tapi semua 
di kelola oleh Bappeda  jadi disitu biasanya 
kalau ada mereka usulkan jadi jalurnya 
dilaporkan sekarang usulan ke musrebang 
online untuk usulan anggaran 1 atau 2 
tahun ke depan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia Nomor 
8 tahun 2008 
tentang tahapan, 
tata cara 
penyusunan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan 
daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan musrenbang 
menjadi wadah bagi 
berbagai lapisan 
masyarakat untuk 
menyampaikan usulan 
program kegiatan 
sedangkan  
pemerintah dalam hal 
ini SKPD 
menyampaikan apa 
programnya ke 
masyarakat dan 
Bappeda 
mengembangkan 
aplikasi musrenbang 
dan menjadi 
narasumber  
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NPI, 37 th untuk kegiatan Musrenbang semua SKPD 
hadir termasuk anggota dewan jadi untuk 
usulan kami sudah ada aplikasi online nya 
jadi untuk usulan 2 tahun kedepan sudah 
bisa diinput di aplikasi sehingga 
memudahkan pada saat pembahasan 
usulan di Musrenbang 

Musrembang 
merupakan 
wadah untuk 
menyampaikan 
aspirasi 
masyarakat dan 
melalui 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi dengan 
mengembangkan 
aplikasi online 
musrenbang yang 
juga dapat 
diakses oleh 
masyarakat dan 
usulan dapat 
disampaikan 
untuk 1 atau 2 
tahun kedepan 

Bappeda 
memanfaatkan 
mengembangkan 
teknologi informasi 
dengan 
mengembangkan 
aplikasi online untuk 
usulan 2 th kedepan 
sudah dapat 
disampaikan sehingga 
memudahkan pada 
saat pembahsan di 
musrenbang 
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2 Politik 

(Pendekatan 

Partisipatif)  

1. Kerjasama 

lintas 

sektoral  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Kendala 
kerjasama  
 

 

IMD, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IMD, 40 th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bentuk kerjasama kami dengan Bappeda 
yakni pada saat penyusunan rencana kerja 
yang disesuaikan dengan permendagri 86 
th 2017 dan sinkronisasi dengan program 
prioritas pemerintah daerah  
 
 
 
 
 
 
 
Biasanya yang menjadi kendala pada saat 
verifikasi rencana kerja di Bappeda kalau 
ada ubah rincian kegiatan yang 
sebenarnya menurut kami prioritas, tapi 
belum terakomodir mau dirubah rincian ya 
urusannya mi bos sama bos yang bicara 
biasanya  
 
Begitu juga pada saat verifikasi anggaran 
di BKAD apablia ada kendala terkait 
perubahan rincian anggaran akan 
diarahkan ke level Kabid dan apabila tidak 
menemukan solusi akhirnya kami 
melaporkan ke Kepala Dinas biar menjadi 
urusan pimpinan  
 
 

Rencana kerja 
disusun 
berdasarkan 
pedoman 
Permendagri 86 th 
2017  
 
 
 
 
 
 
Teori komunikasi  
birokrasi 
digunakan untuk 
komunikasi 
organisasi untuk 
mencapai 
komunikasi 
organisasi yg 
efektif yakni salah 
satu 
karakteristiknya 
hirearki organisasi 
yang terstruktur 
 
 

Penyusunan rencana 
kerja dinkes 
diseuaikan dengan  
pedoman permendagri 
86 th 2017  tentang 
cara perencanaan 
pemerintah daerah 
dan sinkronisasi 
dengan program 
prioritas pemerintah 
daerah  
 
 
Masalah pada saat 
verifikasi kegiatan 
atau anggaran 
merupakan kendala 
yang dihadapi dalam 
kerjasama yang 
dilakukan dengan 
lintas sektor yakni 
masalah politis dan 
salah satu hal yang 
perlu diperhatikan 
adalah faktor 
kepemimpinan   
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 Politik 

(Pendekatan 

Partisipatif)  

3. Partisipasi 
komprehe
nsif  

NPI, 37 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tugas kami Bappeda itu  Bappeda 
menerjemahkan program kegiatan kedalam 
bentuk dokumen visi misi kepala daerah 
kemudian disinkronkan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) Pemerintah Pusat dan Provinsi. 
Kendala utama yang dihadapi adalah 
adanya ketidaksinkronan target program 
sehingga terkadang solusi yang dilakukan 
adalah koordinasi antar pimpinan.   
 

Rencana 
Pembangunan 
Jangka Panjang, 
yang selanjutnya 
disingkat RPJP, 
adalah dokumen 
perencanaan 
untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 
5. Rencana 
Pembangunan 
Jangka 
Menengah, yang 
selanjutnya 
disingkat RPJM, 
adalah dokumen 
perencanaan 
untuk periode 5 
(lima) tahun 

Fungsi Bappeda 
mengawal dan 
menerjemahkan visi 
misi ke dalam bentuk 
program kegiatan yan 
disusun dalam 
dokumen dan 
disinkronkan dengan 
RPJPN dan RPJM 
Daerah Provinsi  
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No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

 Politik 

(Pendekatan 

Politis) 

1. Hubungan 
Eksekutif -
legislatif  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMD, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AAZ, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

kami dinkes dengan legislatif selama ini 
hubungan kami terjalin cukup 
baik..biasanya akan lebih sering 
berkoordinasi pada saat rapat pembahasan 
anggaran atau monev terkait usulan 
program kegiatan yang menurut kami 
prioritas biasanya kami akan melakukan 
pendekatan dengan menyesuaikan dengan 
dapil wilayah mereka masing-masing     
 
 
 
 
 
 
pada  saat rapat pembahasan di DPRD 
legislatif bertanya-tanya kegiatan apa ini? 
mereka juga melihat kegiatan apa saja yang 
mau dilaksanakan dan berapa besar 
anggaran yang digunakan serta mereka 
juga melihat ketersinggungan anggaran 
dilaksanakan oleh Dinkes dengan Dapilnya 
mereka.. ada pasti faktor kepentingan..tidak 
bisa dipungkiri  ada faktor kepentingan dari 
Dapil wilayah kerja mereka 
 
 
 

Koordinasi pada 
rapat 
pembahasan dan 
melakukan 
pendekatan 
dengan legislatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoalan 
kepentingan yang 
menjadi tujuan 
dalam proses 
legislasi dalam 
DPRD termasuk 
mengutamakan 
daerah pemilihan 
legislatif  
 

Koordinasi yang 
dilakukan dinkes akan 
lebih intens ke 
legislatif pada saat 
pembahasan 
anggaran terkait 
usulan program dan 
kegiatan yang menjadi 
prioritas dengan 
melakukan 
pendekatan dengan 
legislatif 
 
 
 
Pembahasan 
anggaran di DPRD 
dengan melihat 
kegiatan apa saja 
yang ingin 
dilaksanakan dinkes, 
besaran anggaran 
yang ingin diminta 
serta merujuk pada 
apakah terdapat 
ketersinggungan 
dengan dapil legislatif 
atau faktor 
kepentingan  
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 Politik 

(Pendekatan 

Politis) 

2. Kerjasama  
Eksekutif -
legislatif  

 
 

IMD, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AHI, 42 th 

pada saat rapat komisi apabila ada usulan 
kegiatan yang tidak disetujui oleh legislatif 
walaupun sudah melakukan pendekatan 
biasanya Kadis langsung ke TPAD dan 
apabila masih terkendala akan dilimpahkan 
lagi ke tingkat lebih tinggi yakni Walikota 
 
 
 
 
 
 
 
pemerintah dalam hal ini eksekutif harus 
sejalan dengan legislatif, mengadakan 
kolaborasi yang baik dengan mengajukan 
program-program yang baik pula 
khususnya pada jenis pelayanan kesehatan 
seperti RS dan Puskesmas…dalam hal ini 
walikota sebagai pengambil kebijakan mesti 
memegang peran dalam pengambilan 
keputusan 

Teori birokrasi 
digunakan untuk 
komunikasi 
organisasi untuk 
mencapai 
komunikasi 
organisasi yg 
efektif yakni salah 
satu 
karakteristiknya 
hirearki organisasi 
yang terstruktur 
 
Komunikasi efektif 
(diskusi 2 arah) 
dan teori 
kolaborasi 
Barbara Gray 
tentang 
pentingnya 
meningkatkan 
kolaborasi antar 
organisasi untuk 
mencapai tujuan 
yang diinginkan  

Setiap usulan program 
harus sesuai dengan 
program prioritas dan 
indikator SPM prioritas 
sehingga untuk usulan 
yang disusun oleh 
eksekutif terkendala 
dengan anggaran 
akan dilimpahkan ke 
TAPD sampai ke 
tingkat Walikota  
 
 
Eksekutif dan legislatif 
harus bekerja sama  
dan berkolaborasi 
sehingga akan 
menghasilkan 
program yang lebih 
bermanfaat ke 
masyarakat 
khususnya pelayanan 
kesehatan dan 
walikota memiliki 
peran penting 
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 Politik 

(Pendekatan 

Atas Bawah 

– Bawah) 

3. Komitmen, 
Rekomenda
si dan 
Keputusan 
Stakeholder 

IMD, 40 th 
 

Kegiatan murenbang rutin dilaksanakan tiap 
tahun mulai dari tingkat kelurahan, 
kecamatan hingga kota dan menjadi 
komitmen pemerintah kota untuk 
dianggarkan di APBD..   
 
 
semua usulan masuk dari peserta yang 
hadir pada saat forum 
musrenbang..termasuk anggota legislatif 
yang hadir dan belum kalau mereka marah-
marah sudah 4 tahun diusulkan tapi tidak 
didengarkan..ada aplikasinya untuk usulan 
dari forum musrenbang jadi bisa dilihat 
usulannya diakomodir kah atau tidak.. dan 
jadi pertimbangan stakeholder untuk 
mengusulkan kegiatan atau program 
dengan mempertimbangkan kebutuhan 
Puskesmas dan Rumah Sakit dalam hal 
perencanaan kesehatan 

Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia Nomor 
8 tahun 2008 
tentang tahapan, 
tata cara 
penyusunan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan 
daerah pasal 36 
ayat 1 bagian c 
tentang program 
prioritas urusan 
wajib dan urusan 
pilihan yang 
mengacu pada 
standar pelayanan 
minimal sesuai 
dengan kondisi 
nyata daerah dan 
kebutuhan 
masyarakat 

Komitmen pemerintah 
kota untuk 
melaksanakan 
kegiatan musrenbang 
menjadi agenda rutin 
dan dianggarakan 
dalam APBD  
 
 
Semua usulan yang 
disampaikan pada 
saat musrenbang 
termasuk legislatif 
akan dipertimbangkan 
oleh stakeholder 
dengan melihat 
kekuatan APBD dan 
mempertimbangkan 
kebutuhan 
Puskesmas atau 
Rumah Sakit dan 
semua usulan dapat 
dipantau melalui 
aplikasi online 
musrenbang 
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3 Negosiasi 

(Pendekatan 

Partisipatif)  

1. Negosiasi 
dengan lintas 
sektor terkait 

IMD, 37 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMD, 37 th 
 
 

negosiasi dengan Bappeda..weh kalau 
tidak bisa mi ditahapan kami,  ditahapan 
kepala dinas mi dengan Kepala Bappeda.. 
biasanya yang menjadi kendala kalau ada 
ubah rincian kegiatan yang sebenarnya 
menurut kami prioritas, tapi belum 
terakomidir mau dirubah rincian ya 
urusannya mi bos sama bos yang bicara 
biasanya 
 
negosiasi dengan BPKAD…person yang 
kita dikasi itu bukan level yang bisa ambil 
kebijakan jadi komunikasinya tidak 
langsung ke pengambil kebijakannya , .. 
jadi kalau ada mau ditanyakan/mau rubah 
rincian anggaran.. kita cuma sampe 
ditahap kasubidnya.. kalau level ini 
masalahnya langsung menghadap ke 
atasan (Kabid Anggaran) jadi ditunggu 
sampai ada dan bahkan di kejar sampai 
RS karena ada urusan keluarga atau lagi 
rapat di provinsi dan biasanya kalau 
terkendala lagi..Kadis langsung telepon 
pak Kaban ..pak Kaban ada masalahnya 
begini anggota ku 
 

Kemampuan 
negosiasi 
membutuhkan 
komunikasi yakni 
teori komunikasi  
birokrasi 
digunakan untuk 
komunikasi 
organisasi untuk 
mencapai 
komunikasi 
organisasi yg 
efektif yakni salah 
satu 
karakteristiknya 
hirearki organisasi 
yang terstruktur 
 

Verifikasi rencana 
kegiatan merupakan 
tahapan negoisasi dan 
apabila ada kendala 
terkait mengubah 
rincian kegiatan yang 
menurut dinkes 
prioritas akan tetapi 
belum bisa di 
akomodir oleh 
Bappeda sehingga 
menjadi urusan 
pimpinan untuk 
berkoordinasi  
 
Tahapan verifikasi 
anggaran di BPKAD 
pada level Kasubid 
apabila ada masalah 
pada verifikasi terkait 
perubahan rincian 
anggaran disarankan 
untuk berkonsultasi 
langsung dengan 
Kabid bahkan diluar 
jam kerja dan sampai 
pada level yang lebih 
tinggi yakni kepala 
dinas  
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 Negosiasi 

(Pendekatan 

Partisipatif)  

1. Negosiasi 
dengan lintas 
sektor terkait 

AAZ, 46 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

negosiasi dengan Bappeda pada saat 
verifikasi anggaran..biasanya kami dinkes 
diskusi dulu ..misal kalau anggaran 
terbatas diskusi lagi di bidang..kegiatan 
apa yang paling urgent.. memang 
seumpama ada sisa sedikit anggaran yang 
harus dibagi..kami melihat skala prioritas 
kegiatan apa yang perlu ditambahkan atau 
dilaksanakan.. nah setelah itu verifikasi di 
Bappeda harus diikutsertakan justifikasi 
atau alasan kenapa sampai muncul lagi 
kegiatan ini atau penambahan anggaran 
dari pada kegiatan yang akan dilaksanakan 
 
 
 
 

Permendagri 77 
Th 2020 tentang 
Pedoman Teknis 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
SiLPA pada 
dasarnya 
merupakan sisa 
anggaran tahun 
lalu yang dapat 
dibawa dan 
digunakan kembali 
pada tahun 
berikutnya dengan 
mempertimbangka
n skla prioritas dan 
justifikasi kegiatan 
direncanakan 
kembali 

Diskusi dilakukan 
lingkup dinkes untuk 
sisa anggaran (SiLPA) 
tahun lalu dan 
dianggarkan untuk 
tahun depan dan saat 
verifikasi anggaran di 
Bappeda harus 
menyertakan alasan 
kegiatan dianggarkan 
kembali      
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 Negosiasi 

(Pendekatan 

Politis)  

Bentuk 
negosiasi 
dengan 
legislatif 

IMD, 40 th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHI, 42 th 

negosiasi dengan anggota legislatif di 

Banggar…woow itu dirapat toh pasti, di 

forum kan selalu ada rapat komisi, sesudah 

rapat komisi diangkat ke banggar, setelah 

dari banggar kembali lagi ke komisi, 

biasanya ditanya dulu program prioritas, 

indikator kebutuhan anggaran, ditanya 

realisasi sebelumnya 

 kami tanya apa saja indikatornya, kenapa 

butuh dana sekian, apa alasannya..kalau 

realistis bisa dijawab dengan baik maka 

kami Badan Anggaran/legislatif tidak 

segan-segan untuk mengetok palu 

menyetujui yang penting valid 

pelaporannya dan dapat dipertanggung 

jawabkan  .. biasa juga ada yg tidak di acc 

kalau misal terlalu tinggi penganggarannya 

lantas kita melihat kekuatan APBD kita 

berapa.. akan dibahas sebanyak 3 kali 

rapat (komisi, banggar, komisi) biasa kita 

pangkas tergantung asas manfaat kepada 

warga kota Makassar 

 
 

Tahapan 
kebijakan 
penetapan 
anggaran dengan 
rapat komisi dan 
rapat Banggar    
 
 
 
 
 
 
Program disusun 

disesuaikan 

dengan indikator 

program prioritas 

untuk mendukung 

SPM Kesehatan   

 

Pembahasan 
anggaran di DPRD 
untuk menetapkan 
besaran anggaran 
setiap usulan program 
dibahas melalui rapat 
komisi kemudian rapat 
banggar dan kembali 
lagi ke rapat komisi  
 
 
Penyusunan program 
disesuaikan dengan 
indikator program 
prioritas, kebutuhan 
anggaran realistis 
maka akan disetujui 
oleh DPRD dan 
sebaliknya anggaran 
tidak disetujui apabila 
terlalu tinggi 
penganggarannya dan 
berdasarkan asas 
manfaat kepada 
masyarakat 
 
 
 

 



 
 

99 
 

No Variabel informasi Informan Emik Etik Konstruksi Konsep 

 Negosiasi 

(Pendekatan 

Atas Bawah- 

Bawah Atas)  

1. Proses 
negosiasi 
Atas Bawah – 
Bawah Atas 

IMD, 40 th 
 
 
 
 

selalu diusul yang tidak bisa kami 
anggarkan, paling sering langganannya 
kesehatan itu diusulkan posyandu..nah itu 
posyandu kan UKBM dari dan oleh 
masyarakat jadi kami akomodir yang 
sesuai tupoksi..yang tidak ya ditolak.. dan 
ada aplikasinya itu kalau yang usulan 
musrenbang jadi bisa juga kita lihat 
diakomidir kah atau tidak..aplikasinya 
dikembangkan sm Bappeda 
 
 
Pada saat verifikasi di Bappeda atau 
BPKAD apabila ada kendala biasanya oleh 
Kasubid langsung diarahkan ke Kabid dan 
apabila tidak menemukan solusi akhirnya 
kami Dinkes melaporkan hal tersebut ke 
Kepala Dinas dan menjadi urusan Kepala 
Dinas dengan Kepala Bappeda ataupun 
BPKAD 
 
 
    

Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
Indonesia Nomor 
8 tahun 2008 
tentang tahapan, 
tata cara 
penyusunan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan 
daerah pasal 36 
ayat 1 bagian c 
tentang program 
prioritas urusan 
wajib dan urusan 
pilihan yang 
mengacu pada 
standar pelayanan 
minimal sesuai 
dengan kondisi 
nyata daerah dan 
kebutuhan 
masyarakat 

Usulan kegiatan 
sarana posyandu 
(pembangunan 
gedung) pada saat 
musrenbang 
merupakan kegiatan 
yang sulit diakomodir 
oleh dinkes karena 
merupakan kegiatan 
UKBM (Usaha 
Kesehatan Berbasis 
Masyarakat) dinkes 
hanya mengakomodir 
kegiatan sesuai 
tupoksi dan usulan 
dapat di patau melalui 
aplikasi murenbang 
yang dikembangkan 
oleh Bappeda 
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